
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1360, 2013 KEMENTERIAN AGAMA. Universitas Islam. 
Yogyakarta. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  86  TAHUN 2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu 
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, 
perlu menata kembali organisasi dan tata kerja 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5410); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5007); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I 
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Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah 
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202); 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 494); 

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 
Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah 
yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

Memperhatikan  : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: 
B/2851/M.PAN-RB/9/2013, tanggal 11 September 
2013; 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 
2013 TENTANG ORGANISASI   DAN TATA KERJA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 
YOGYAKARTA. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
494) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 10 
Fakultas pada Universitas terdiri dari: 
a. Adab dan Ilmu Budaya; 

b. Dakwah dan Komunikasi; 
c. Syariah dan Hukum; 
d. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
e. Ushuluddin dan Pimikiran Islam; 

f. Sains dan Teknologi; 
g. Ilmu Sosial dan Humaniora; serta 

h. Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2.  Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 22         

(2) Bagian Tata Usaha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf 
d pada Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Humaniora, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari: 
a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan  
b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  18 November 2013 
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
SURYADHARMA ALI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 November 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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